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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Regulasi hukum di Indonesia terkait kontrak endorsement untuk melindungi 

konsumen terhadap ketidakjelasan informasi produk di media sosial telah diatur 

secara umum, namun belum secara spesifik dan memadai di era digital dewasa ini. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa yang dipasarkan. Selain itu 

peraturan terkait penyelenggaraan media digital, seperti dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika juga telah memberikan pedoman untuk memastikan 

transparansi dalam konten promosi digital terkait endorsement. Kewajiban pelaku 

usaha untuk memberikan informasi yang jujur juga telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta 

turunannya.  

Praktik nya pelaksanaan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai 

kendala, seperti kurangnya pengawasan terhadap praktik endorsement, minimnya 

pengaturan khusus terkait kontrak endorsement sendiri menyebabkan banyak praktik 

promosi produk melalui media sosial menjadi kurang transparan. Influencer sering 

kali tidak mengungkapkan hubungan komersial mereka dengan pelaku usaha, 
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sehingga konsumen tidak menyadari bahwa informasi yang diberikan bersifat 

promosi berbayar. Hal tersebut meningkatkan risiko konsumen mendapatkan 

informasi yang bias atau menyesatkan. Selain itu, belum ada pedoman khusus yang 

mengatur tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak endorsement, baik bagi 

pelaku usaha maupun influencer. Terutama terkait kerugian pada konsumen akibat 

informasi produk yang tidak akurat.  

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komperhensif 

mengenai kontrak endorsement di Indonesia. Regulasi tersebut harus mencakup 

terkait kewajiban pengungkapan hubungan komersial, standar trasnparansi informasi, 

dan mekanisme pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya 

undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai kontrak 

endorsement, diharapkan dapat melindungi para konsumen sehingga ekosistem 

promosi digital menjadi lebih transparan, adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan 

konsumen di era digital.  

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penulis menyarankan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Pemerintah perlu menyusun Undang-Undang atau Peraturan khusus yang 

mengatur kontrak endorsement secara tegas. Regulasi ini harus mencakup 

kewajiban pelaku usaha dan influencer untuk memberikan informasi yang 
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benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta mekanisme 

pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Peraturan tersebut juga 

perlu memuat klausula minimal dalam perjanjian endorsement, seperti 

kewajiban influencer untuk transparan mengenai hubungan ekonomi 

dengan pelaku usaha dan menyampaikan informasi produk secara jujur, 

serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan panduan tertulis 

kepada influencer agar konten promosi sesuai dengan spesifikasi produk. 

Selain itu, peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu 

diperkuat dan diintegrasikan dengan peraturan baru terkait endorsement. 

Harmonisasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih atau celah 

hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab 

hukum, sehingga menciptakan praktik endorsement yang lebih transparan, 

adil, dan melindungi konsumen. 

2. Pelaku usaha, influencer, dan konsumen. Perlu adanya edukasi mengenai 

pentingnya praktik endorsement sangat diperlukan. Hal ini dapat 

dilakukan melalui sosialisasi peraturan, seminar, atau pelatihan yang 

melibatkan kementerian terkait, asosiasi perdagangan, dan platform media 
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sosial. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan 

kewajiban setiap pihak dalam kontrak endorsement.  
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